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PENILAIAN INDEKS PEMBANGUNAN KOPERASI (IPK)
TERHADAP PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
PENGGERAK KOPERASI

{Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I
Nomor 23/Per/M.KUKM/I1X/2015, tanggal 28 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOPERAS! DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan penghargaan atas ke-
berhasilan pembangunan koperasi di daerah serta
memacu, memotivasi dan meningkatkan peran
dan keberpihakan Pemerintah Provinsi dan Kabu-
paten/Kota dalam pembangunan koperasi di dae-
rah perlu disusun Penilaian Indeks Pembangunan
Koperasi {IPK);

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, Peraturan Menteri Negara Ko-
perasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/
Per/M-KUKM/1V/2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Ke-
cil dan Menengah Nomor 03/Per/M-KUKM/I/2007
tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/
Kota Koperasi perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Ke-
cil dan Menengah tentang Penilaian Indeks Pem-
bangunan Koperasi (IPK} terhadap Pemerintah
Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1292 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1992 Nomeor116, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republikin-
donesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem-
paran Negara Republik IndonesiaNomor 5587);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62
Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KE-
CIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TEN-
TANG PENILA!IAN INDEKS PEMBANGUNAN KOP-
ERASI (IPK} TERHADAP PEMERINTAH PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KCPERASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggot-
akan orang seorang atau badan hukum Koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan eko-
nomi rakyat atas asas kekeluargaan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun
1992 tentang Perkoperasian.

2. Indeks Pembangunan Koperasi selanjutnya dis-
ingkat IPK adalah ukuran keberhasilan pembangu-
nan koperasi pada suatu wilayah dengan meng-
gunakan metode ingeks, baik di tingkat provinsi
‘maupun Kabupaten/Kota.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenghgaraan
urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seb-
agaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3
(tiga) tahun terakhir secara berturut-turut men-
gadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan
melakukan kegiatan usaha untuk melayani an'g-
gota dan masyarakat.

5. Koperasi Skala Besara dalah koperasi berkualitas
yang memenuhi kriteria aset, omzet, dan jumlah
anggota dengan kriteria tertentu sesuai wilayah
keanggotaannya. L

6. Koperasi Masyarakat adalah koperasi yang ang-
gotanya berasal dari masyarakat dan bukan ber-
asal dari profesi tertentu.t

7. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah.

BAB li
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan-
Pasal 2

Tujuan Peraturan ini adalah untuk:

a. memacu, memotivasi dan meningkatkan peran
dan keberpihakan Pemerintah Provinsi dan Ka-
bupaten/Kota dan para pemangku kepentingan
dalam pembangunan koperasi;

b. meningkatkan koordinasi dan menjalin kerjasama
lintas tingkatan pemerintah Provinsi dan Kabu-
paten/Kota dan lintas instansi sektoral dalam
pembangunan koperasi.

¢. memberikan gambaran mengenai tingkat keber-
hasilan pembangunan koperasi di wilayah yang
bersangkutan,

BagianKedua
Sasaran
Pasal 3
Sasaran Penilaian Indeks Pembangunan Kop-
erasi adalah: -

a. meningkatnya peran dan keberpihakan Pemerin-
tah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemban-
gunan koperasi;

b. meningkatnya kinerja bidang-bidang usaha vang
dikelola oleh koperasi;

c. meningkatnya peran koperasi dalam pertumbu-
han ekonomi lokal. g

'

BAB llI

RUANG LINGKUP, SISTEM, DAN
INDIKATOR PENILAIAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 4
Ruang lingkup Penilaian Indeks Pembangu-
nan Koperasi (IPK) meliputi sistem penilaian, penen-
tuan indikator penilaian, pelaksanaan dan tatacara
penilaian, serta mekanisme penetapan peringkat dan
penghargaan.

Bagian Kedua
Sistem Penilaian
Pasal 5
(1) Sistem Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi
dilakukan dengan menggunakan pendekatan in-
put, proses dan output atas dasar Pelayanan
bidang Koperasi oleh Pemerintah Provinsi atau

Kabupaten/Kota dalam rangka pembangunan Ko-

perasi di daerah. J

{2) Aspek-aspek Penilaian Indeks Pembangunan Kop-
erasi meliputi:

a. masukan (input) yang disediakan oleh Pemer-
intah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai
perwujudan peran dan kontribusi terhadap
pembangunan koperasi;

b. implementasi sebagai proses keberpihakan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ter-
hadap pembangunan Koperasi;

¢. keluaran (output) hasil pelaksanaan pemban-
gunan koperasi.

Bagian Ketiga
Indikator Penilaian
Pasal 6
{1) Indikator penilaian masukan (input) yang dise-
diakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/
Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf a meliputi: A
a. kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/
Kota terhadap pembangunan Koperasi serta
penciptaan iklim usaha yang kondusif;
b. alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/
Kota;
c. nomenklatur dinas yang membidangi Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah;
d. kecukupan dan kemampuan dan sumberdaya
manusia Aparatur Pembina Koperasi;
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e. dukungan sarana dan prasarana ekonomi dan
sosial;

f. dukungan sarana konsultasi dan pendampin-
gan.

(2) Indikator penilaian proses implementasi keberpi-
hakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ‘5 ayat {2)
huruf b meliputi:

a. pelayanan izin usaha terhadap Koperasi;

b. fasilitasi kemitraan antar Usaha Besar dengan
Koperasi, serta antar Koperasi;

c. fasilitasi akses pembiayaan bagi Koperasi
dengan melibatkan pihak perbankan;

d. fasilitasi pengembangan sarana usaha bersa-
ma;

e. pendidikan perkoperasian dan manajemen
usaha;

f. fasilitasi promosi;

g. fasilitasi pengembangan potensi sumberdaya
lokal;

h. fasilitasi program pembangunan Koperasi lin-
tas tingkatan pemerintahan dan lintas instansi
sektoral.

(3} Indikator penilaian keluaran (output) hasil pelak-
sanaan pembangunan koperasi, sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf ¢ meliputi:
a. jumlah Koperasi Aktif;

b. jumlah Koperasi Skala Besar;

c. jumlah Koperasi Masyarakat;

d. kontribusi Koperasi terhadap Produk Domes-
tik Regionat Bruto (PDRB) Provinsi dan Kabu-
paten/Kota;

€. penyerapan tenaga kerja yang diserap oleh
Koperasi; _

f. pertumbuhan jumlah anggota koperasi: dan

g. keterwakilan perempuan dalam manajemen
koperasi.

BAB IV,
PELAKSANAAN DAN TATACARA PENILAIAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 7
Pelaksanan Penilaian Indeks Pembangunan
Koperasi dilakukan sebagai berikut:
a. 1 (satu) tahun sekali; dan.
b. Tim Penilai yang ditunjuk oleh Menteri dengan
unsur-unsur sebagai berikut:
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1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah; '
2) Lembaga Independen; dan
3) unsur-unsur lainnya,

Bagian Kedua
Tatacara Penilaian
Pasal 8

Tatacara Penilaian Indeks Pembangunan Kop-
erasi untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan
tentang Pedoman Penitaian Indeks Pembangunan
(IPK) Koperasi.

BAB V
PENETAPAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Penetapan Peringkat
Pasal 9
{1) Penetapan Indeks Pembangunan Koperasi dilaku-
kan berdasarkan hasil skor yang diperoleh mas-
ing-masing Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/
Kota.
{2) Hasil Indeks Prestasi Koperasi diperoleh Provinsi
dan Kabupaten/Kota akan dipublikasikan secara
terbuka.

Bagian Kedua
Pemberian Penghargaan
Pasal 10
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memenuhi
kriteria akan diberikan penghargaan sebagai Provinsi,
Kabupaten, Kota penggerak koperasi.

: Pasal 11

(1) Pemberian pe‘nghargaan Provinsi dan Kabupat-
en/Kota penggerak koperasi ditetapkan melalui
Keputusan Menteri berdasarkan hasil Keputusan
Tim Penilai.

(2} Penganugerahan penghargaan Provinsi dan Ka- .
bupaten/Kota penggerak koperasi diberikan pada
acara-acara berskala nasional.

(3} Penganugerahan penghargaan kepada
Provinsi dan Kabupaten/Kota penggerak koperasi
diberikan oleh Menteri.

tanda

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
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Pasal 12
{1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Per-
aturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kegil
dan Menengah Nomor 06/Per/M-KUKM/IV/2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Neg-
ara Koperasi dan l)saha Keci! dan Menengah No-
mor 03/Per/M-KUKM/I/2007. tentang Pedoman
Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Koperasi be-
serta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan di-
‘nyatakan tidak berlaku.
{2} Ketentuan teknis yang belum diatur dalam per-
, aturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Deputi Bidang Kelembagaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan. :
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta -
pada tanggal 28 September 2015
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
‘AAGN PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 O|<tober 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1502

( BN )

TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK
DALAM RANGKA PERJANJIAN ATAU

-~ KESEPAKATAN INTERNASIONAL
(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 205/PMK.04/2015,
tanggal 16 November 2015}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : .

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat {1)
huruf a Undang-Undang Nomeor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan scbagaimaha telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20086,
terhadap barang impor dapat dikenakan bea ma-
suk sesuai tarif bea masuk berdasarkan perjanjian
atau kesepakatan internasional;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam huruf a, telah diberlakukan tarif
bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods

Agreement (ATIGA), ASEAN-China Free Trade
Area (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Area
{AKFTA}, Indonesia Japan Economic Partner-
ship Agreement (IJEPA), ASEAN-India Free Trade
Area (AIFTA), ASEAN-Australia New Zealand
Free Trade Area (AANZFTA), dan /Indonesia-Paki-
stan Preferential Trade Agreement (IPPTA);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-

na dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13
ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 19395
tentang Kepabeanan sebagaimanatelah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
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